BABE IV

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN
Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap
Peredaran Kosmetika yang Mengandung Merkuri

Ketentuan paredaran kosmetik telah di atur  dengan jelas
dalam Undang - Undang.Kesehatan Nomer 36.tahun 2009 tentang
kesehatan Pasal 98 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 106 ayat (1), Pasal
186, Pasal 197 ketentuan .pasal il bers mengenal pangamanan
dan penggunaan sediaan farmasl dan alat xesehatan Pasal 8 ayat
(3} WUndang-Undang RI Nomor & tahun 159599 tentang Perlindungan
Konsumen, ketentuan pasal inl berisi mengenai Perbuatan yang
dilarang bagi pelaku usaha Peraturan Pemerintah RI Nomor 72
tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 2
ayat (&) huruf c ketentuan pasal i berisi mengenal persyaratan
mutu, keamanan dan kemanfaatan, Pasal © ayat (1), Pasal 10 ayat
(1), ketentuan pasal inl berisi mengenai izin edar, Pasal 28 ayat (1),
Pasal ? Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HROT05:4.1745 tahun
2003 Tentang kosmetik ketentuan.pasal sl berisi mengenai wadah
dan penandaan kosmetka. Publk  warning | penngatan
KHOO 01 43 2503  tanggal 11 jum 2008 tentang kosmetik

mengandung bahan berbahayal bahan di larang sebagaimana pada
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Angka 2 . Adapun peraturan-peraturan tersebul saling berkaitan satu
Sama lain yang Intnya untuk melnaungl kensumen dan peradaran
kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sera meanjadi
perhatian bagi pelaku usaha untuk selalu berhati-hat  dalam
menalankan usahanya

ketentuan perundang undangan sebagaimana tersebut diatas
belumlah cuxup mengatur men@enar peredaran kosmetlk dan
perindungan konsumean.Jmasin periladanyaregulasi yang mengatur
secara khusus tentang peredaran kosmetik medik dan regulasi
tentang tata cara pemberiagn-kKosmetik-.meadik kepada kensumen
bahwa pemberian kosmetik medik seharusnya dengan resep dokter
dan aturan penggunaan harus sesuai petunjuk dokter spesialis kulit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak peredaran
kosmelik di pasaran yang tidak memenuhi Syarat sesuai katentuan
perundangan-undangan. Sebenamya pelaku usaha mengetahu
bahaya dar merkuri dan hidrokinon namun menurut mercka dari
pinak BROM kurang mensosialisasikan produk kosmetik apa yang
berbahaya dan dilarang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas sebenarnya yang
diperlukan adalah adanya. pengawasap’ yang ketat termadap
kosmetik yang bersdar di pasaran dan pendidikan ternadap
konsumen tentang kosmelik yang berbahaya Tugas pengawasan

tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, masyarakat umum dan



lembaga perindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM)
Juga msa terlibat secara aktif. Adapun pendidikan konsumen tidak
selalu harus melewatl jenjang pendidikan formal  tetapi dapat
melewatl madia massa dan kegialan lembaga swadaya masysrakat
Fada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam
menaghasitkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi
yang harus disampaikan kepada konsumen

Kenyataan di_lapangan juga menunukkan. bahwa konsumen
ternyata masin-banyak yang enggsn meneliti kode pada kemasan
yang menunmjukkan produkita telah [olos-pemernksaan Departemen
Kesehatan, akan tetap) konsumen cenderung tergiur dengan klan

vang di tawarkan dar produk kosmetik tersebut,

Pelzksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap
Peredaran Kosmetika yang Mengandung Merkuri.

Berdasarkan peneliian dilapangan diketahul bahwa (hak
konsumen, terutamanys dalam hal - memperoleh informasi,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan
produk kosmetik belumlah terpenuhi secara maksimal Juga jika ada
Konsumen yang mengalami kerugian seeara fisik akibat memaka
produk kasmetik yang mengandung merkuri, belum ada jalan keluar
untuk mendapatkan ganti rugi darn pelaku usaha maugun

penyelesaian  sengketa  Pelaku  usaha belum  menjalankan



kewajibannya secara maksimal dan belum ada tangaungjawab
dalam memberikan gant rug kepada kKonsumen ¥ang mengalami
kerugian akibat memakal kosmelik yang mengandung bahan
berbahaya,

FPeran pemerintah dalam rangka melndung masyarakat darl
kasmetika yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan,
serta kosmelika vang belum tafégistras) / ternotifikasi belumiah
optimal. Meskipun Balai-Besar POM d| Semarang telah melakukan
kegiatan pengawasan kosmetika, sarana produksi, sarana distribus|
dan notifikasi masih banyak-ditemukan kosmetika berbahaya yang
beredar bebas, Selain itu BRPOM juga belurm. maksimal dalam
mensosialisasikan zal bahan berbahaya dalam kosmatika

Baaqi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadsp
perecaran kosmetika yang berbahaya belum ada sanksi tegas dar
pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pelaku usahs
meskipun sudah diatur tegas dalam UUPK Nomor 8 tahun 1649
pasal 60, pasal 61, pasal 62 dan pasal 63,

Ciari hal diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
perindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetika
yang mengandung merkurmasih. belum optimal sebagaimana

seharusnya



o )

SARAN
Bagl Pemenntah hendaknya melakukan penagakan hukum secara
tegas sampal dengan tingkat pengadilan sehingga menimbulkan efek
jera bagi pelake usaha yang melanggar Badan POM dalam
melaksanakan Undang — Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Ferlindungan Konsumen tentang pengawasan peredaran kosmetik
berbahaya seharusnya«.nemberikan kebijakan-secara tertulis dengan
memberkan kewenangan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
untuk melakukan pengawasan {erhadap peredaran Kosmetik
berbahaya tersebut. Selama i Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
sebatas hanya memberikan pembinaan saja kepada pelaku usaha
akan tetapi idak mempunyal kewenangan dalam hal pengawasan
Ferlu adanya regulas: khusus yang mengalur tentang
peredaran kosmetik medik dan regulas! tentang tata cara pemberan
kosmatik medik terhadap konsumen dengan menggunakan resep
dokter ‘spesialis. Selan itu BPOM diharapkan. sering memberikan
sosialisasi secara intensif kepada konsumen dan pelaku usaha
mengenal bahan kosmetika yang berbahaya.
Bagi konsumen hendaknyas hati-hali dalam mempercayai klaim
dalam label kosmetik, memilih kosmetik yang berlabel dengan

pahasa Indonesia dan membaca informasi terutamanya kode pada



kemasan yang menunjukkan produk itu telah lolos pemeriksaan
Departemen Kesehatan apa belum.

Bagi pelaku usaha dalam mengedarkan kosmetik hendaknya selalu
mengikuti informasi produk-produk kosmetik yang berbahaya baik
melalul media masa maupun media elektronik, jangan menunggu
sosialisasi dari BPOM juga disertai pertanggungjawaban yuridis

terhadap kosmetik yang berbahaya yang dia perdagangkan.



